PROVINSI JAWA BARAT
BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN BUPAT] INDRAMAYU
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANOGARAN, PELAKSANAAN PENATAUSANAAN DAN

Menimbang

Mengingat

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

a bahwa dalam rangka melaksanaken ketentuan

Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknia Fengelolaan Keuangan Daerah,
agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber
dari Anggaran Pendapartan dan Belanja Daerah dapat
dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan  Penatausahaan  Dan
Pertanggungiawaban Belanja Tidak Terduga.

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf & tersebut di  atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupal.

Undang-lindang Nomar 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-dasrah  Kabupaten  Dalam
linghungan Propinsi Jawa Darat [Benta DNegara
Republik Indonesiz Tahun 1950] sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengsn Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
deerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Baizl [Lembacan Rogam Repulldih  Indoncsia  Tohun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137},



)

1.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomaor 47, Tambrhan Lembaran Negsara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nemor 1| Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan WNegara {Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambalbian Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahunt 2007 Nomor 66, Tambahan Lembardn
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2013 tensng
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagalmana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undarg Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaren Negara Repubik  ndonesia Tabun 2020
Nomor 245, Tamhbhahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemenntah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Repubilik
Indonesia. Tabun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Uaerah ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2018 tentang  Penvelenggaraan Penanggulangan
Bencana Dalam Keadsan Tententu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolzan Keuangan Daeral
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
134 /PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam
Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaiun
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 837);



13, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu [Lembaran
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraiuran Daerah
Kahupaten Indramayu Nemor 11 Tahun 2015 tentang
Petubahan  Alas  Peratwran  Dacrah  Kabupaten
fndramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Fokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramavu
(Lembaran Dagrahh Kabupaen indramayu Tahun 2015
Nomar 11].

14, Peraturann Rupati Indramayn Nemor 34 Tahun 2021
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah  Kabupaten  Indramayu  {Berita  Daerah
Kabupaten Indramayu Tahbun 2021 Nomor 34).

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesiz Nomor 4 Tahun

2019 entang Peningkatan Kemampuan  dalam
mencegah, mendeteksi dan merespons wabah penyakit,
pendemi global dan kedaruraten nuklie, biologi dan
kirmia,;

2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor S00/4825/5.) tentang Pengeunaan Belanja ‘l'dak
Terduga Dalam Rengka Pengendalian Inflasi di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Meneapkan : PERATURAN BUPAT] INDRAMAYU TENTANG TENTANO TATA

CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

5.
2,

Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.

FPeweliniah Daciah Kebupaicn adalah Dupat ecbagos unsur penyalenggora
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintaban
vang menjadi kewenangan daerah otonom

Bupati adalah Dupati [ndreenayu.
Sekretaris Daerah adelah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.

Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang s.?elan jutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelalaan APBLD.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
nenyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
rermasuk didalamnys segala hemtuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.



7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab yang selanjutnva disingkat
APBD adalah rencana kenangan tahunan pemerimtahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeral dan DPRD. dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

8 Belanjg tdak terduga adalash belanjg  vang digpunakan untuk
menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperiuan
mendesak vang tidak dapat diprediks: sebelumnya dan pengembalian atas
kelebihan pembayacan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
serta untuk bantuan sosial vang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

9 Tim Angparan Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat TAPD adelah
tim yanpg dibentuk dengan keputusan kepsla daerah dan dipimpin oleh
sekretaris daerah yang mempunvai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebrijakan kepala daerah dalam rangka penvusunan APBD vang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesual
dengan kebutuhan.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daergh  pada  pemerintah  daerah selaku  pengguna
angparan/ barang.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah vang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satzan kerja pengelola keuangan daesrah yang mempuny ai
tugas melaksanakan pengelolaen APBD dan bertindak sebagal bendahara
umum daerah,

12. Pejabat Pengelola Xeuangan Satuen Kerjg Pengelola Keuangan Daerah

selanjutnya disingkat PPK SKPD adailah Pejabat vang melaksanakan fungsi
taia usaha keuvangan pada SKPD dan SKPKD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnva digsingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yvang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggararn.

14. Rencana Kebutuhan Belanja {RKB) adaiah rencana kebutuhan yang
disusun secara sisternatis, vang mencakup semua kegiatan dalam suatu

perinde tertentu,

BAB 1
MAK3SUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
pengelolaan belanja tidak terduga vang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannva Peraturan Bupati im agar pengelolaan belanja tdak
terduga vyang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib,
transparan dan akuntabel sesuai dengan kelentuan Peraluran Perundang-

undangan.



BAB [I]
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputl pengangsaran. pelaksanaan
penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang
bersumber dari APBD.

Pasal &

Asas Umum Pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi:
Tertih;

Teat pada peraturan perundang-undangan;

Efigien;

Efizktifitas;

Ekonomis;

Transparansi;

Aluntabilitas;

Kepatutan; dan

Manfaat.

TR eAEA0 g

Pasal &6

(1) Teudb sebagabmana diinaksud datain Pasal 5 huruf o babwa Dedanja tidak
terduga dikelota secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan
bukii adminigtrasi yang dapat dipertanggungjawaban.

[28 Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b, adajah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus
harpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3} Efsiensi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, merupakan
pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan {input
barang dan jasa] terendah.

(4) Efektfitas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurul d, merupakan
pencapaian  hasil program dari target yang teleh ditetapkan. vaitu
membandingkan antara keluaran dengan hasil,

(5] Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan
nerolehan masukan (input barang dan jasa) dengan Kkualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah,

(6 Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan
langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui
dan ‘mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai
pengeltiaan belanja tidak erduga.

(7] Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan
pervujudan  kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan
belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Yang
ditetapkan.

(8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan
pengelolaan belanja tidak terduga yang ditaksanakan secara realistis dan
proporsional.

(@ Manfant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah
nelak.sanaan program/kegiatan belanja tdak terduge yang sejplan dengan
priontas sesual kebutuhan.



(1)

(2

(3)

(1)

(2)

(3]

BABIV
PENGANGGARAN

Pazai 7

Penganggaran belanja tdak terduga dalam APBD dicantumkan pada jenis
belanja tidak terdupga. obvek belanja tidak terduga dan rvincian obvek
betanja tidak terduga.

Penganggaran belanja tidak terduge sebagrimana dimaksud pada avat (1)
dialokasikan pada belanja SKPKD.

Pengalokasian anggaran belanja tidak terduga berdasarkan evaluasi
pelaksanan angparan tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan yang
sifatnva tidak dapat diprediksi, yang mendessk dan tidak tertampung
dalam bentuk program dan kegiatan.

Pasal 8

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan:

a Kegiatan vang sifatnya tidak biasa atau tidak diharepkan berulang
seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sehelumnya:

b, keadaan darurat;

¢ Readaan mendesak; dan

d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya
vang telah ditutup; dan

e Bantuan sosial yang tidak dapat direncenakan sebelumnya.

Regiatan vang siiatnya ndak biasa sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
Lhumf a yaitu untuk tanggap darwat dalam ogle pencegahan gangguan
terhadap stabilitas penyclenpgaraan pemcerintahan  demi  terciptanya
keamanan, ketentraman dan ketertiban masvarakat didaerah.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada avat {1] huruf b meliputi:

a Bencana alam, bencans non atem, bencana sosial danfatau kejadian
luar biasa;

b Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

¢ Kerusakan sarana dan prasarana vang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik;

d. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana meliputi pencarkan  dun penyclamalan  korban  bencana,

pertolongan darurat, evakugsi korban bencana, keburtuhan air bersih
dan  sanitasi. pangan, sandang, pelavanan kesehatan, dan
penampungan seta tempat hunian sernentara,

e, Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status
keadaan darurat bencann  yaitu  dimulai  sast tenggap daruraf
ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap daruray selesai.



4

(3

(6]

Keardaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

meliputi:

a Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan desar masarakat vang
cinggaranttya helum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Dgerah yang bersifat mengikat dan belanje vang bersifat wajb
adalah belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanjaz yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerinlah dacrah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan sctiap
bulan dalam tahun anggaran berkenaan, sepertr:

- Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji
tunjangan; dan

- Belanja barang dan jasa antara Jain untuk pembayaran telepon, air,
listrik dan internet.

¢. Belanja daerah vang bersifat wajib merupakan belanja  untuk
terjaminnya  kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain  pendidikan, kesehatan. melaksanakan
kewajban kepada pibak keliga, kewajiban pembavaran pokok
pinjaman, bungs pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pengeluaran Daerah yang berada diluer kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan:

¢. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih Dbesar bagi Pemenintah Daerah dan/atau
s yelakat,

Pengembalian atas kelebihan pembayvaran atas penerimaan daerah tahun-

mhun sehelumnya sehagaimana, dimaksud pada ayat (1) huruf d. hahwa

SKPKD untuk menganggarkan pengembalian atas kelebiban pembayaran

atas penerimaan dacrah yang Dbersifar udak berulang vang terjadi pada

tatiiny sebelumnya.

Bantuan sosial vang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada avat (1] hural e, digunakan untuk pemberian Danwan

sosial kepada usaha mikro, kecil, menengah. nelavan, ojek serta
pemberian subsidi sektor Lransportasi angkutan umum

BARB v
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Paanl O

Pelaksanaan dan penatausahaan penggunaanr belanja tidak terduga untuk
mendanai keadaan darural dilakukan dengan labapeart -

o,

SKPD membuat kajian hencana sebagai dasar untuk Bupati menetapkan
status tanggan darurat untuk beneana alam. bencana non alam. bencana

sosial termmasuk  konflik sosial, kejadian luar biasa sesual  ketentuan
peraturan perundang-undangan:

Berdasarkan peneigpun status Bupat, 3KPD terkait mengajukan rencana

kebutuhan helanja (RKB] kepada PPKD =selaku BUD. dengan dilampin

dokumen surat pernyataan tangpunpiawab penggunaan belanja tidak
tercuga dan SKPD terkait.



¢. Berdasarkan rencana kebutuhan belanj dad SKPD, PPKD selaku BUD
mencairkan dana kebutuhan tersebut paling lambar 1 (satu) hari kerja
terhitung sejek diterimanya rencang kebutuhan belanja.

Paszl 10

Pelaksanaan dan penatausahaan penggunsan belanja tidek terduga untuk
mendanai keperluan mendesak dilakukan melalul pergeseran anggaran dan
belanja tidak terduga kepada Dbelanja SKPD yang membidangi, dengan
tahapan :

g. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanj tidak terduga
terlebih dahuiu diformuiasikan dalam RKA-SKFPD;

b, Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan bhelanja tidak terduga
terlebih dahulu di forrmulasikan dalam perubahan DPA-SKPD;

c¢. RKA-SKPD dan/atsu Perubahan DPA-SKPD sebapairmana dimaksucl
menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD untuk selanjutnva ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang  Perubahan APBD  atau dituangkan dalam laporan realisasi
anggaran bagi Pemerintah Daerah vang tidak melakukan perubahan APBD
atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 11

Pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan belanja tidak terduga untuk
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tabun-
tahun achclumniva dilakukan dengan tehapen :

a SKPD terkait mengajukan permohonan peagembalian  kelebihan
pembavaran ates penerimaan daerah tabun-tabun scbelumnva  kepada
PPKD selaku BUD dengan dilampiri rekomendasi dari Bupati;

b, Permphonen pengembalian atas kelebihan pembayarmn  paling  eedikit
memuat  identitas, nama dan elamat, besaran umlah  kelebihan
pembayaran dan alasan permohonan pengembalian tersebut;

¢ Berdasarkan permohonan dari SKPD. PPKD selaku BUD mencairkan dana
kebuluhan tersebut paling lambat 1 [satu] hari kerja terhitung scpk
ditennmanya permohonan dari SKPD;

d. Pengembalian untuk sisa dana transfer dilakukan setelah PPKD menerima
hasil berita acara rekonsiliasi atau surat dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi tersebut,

Pagal 12

Pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan belanja bantuan sosial vang
tidak direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tahapan :

a SKPD terkait mengajukan permohonan bantuan sosial sebagaimana
dimaksud dajam Pasal B ayat {6) kepada PPKD selaku BUD dilampin
dengsn pererima bantuan sosial vang paling sedikit memuat identitas,
nama, alamatl serta besaran vang diterimanya;

. Berdasarkan permohonan dari SKPD, PPKD selaku BUD mencairkan dana
kebutuban tersebut paling lambat 1 (satu} hari kerja terhitung senk
diterimanya permohonan dari 3kPD;



Pasal 13

Penggunaan Dana Belanja Tidak terduga dicatat pada buku kas umum
tersendiri cleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah

(1)

{2)

&

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 14

SKPD penerima belanja tidak rterduga bertanggungjawab secara fisik dan
keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan  wajb
menyampaikan laporan pertanggungiawaban pelaksanaan belanja tidak
terduga kepada Bupati melalui PPKD.

Penvampaian laporan pertangungiawaban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam bentuk faporan keuangan dan Japoran kineria, paling lama

30 {hHga Puluh} hari kerga sejdk selesainya pelaksanaan kegiatan yang
lersangicutan.

Penvampsaian laporan pertanggungawaban pelaksanaan penggunaan
dana tanggap darurat bencana. baik Keuangan maupun kinérja pada saat
\anggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggap
darurat.

Pasal 15

Dana tanggap darurat bencana yang tidak digunakan sampai berakhirnya
tanggap darurat bencana disetorkan kembali ke Kas Daerah,

Pertangggungiawaban atas penggunaan dana penanggulangan bencana
disampaikan cleh perangkat daerah pengusul RKB kepada Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran vang
sah dan lengkap atau surat pernyvataan tanggungawab belanja,

Penyetoran dana tanggap darurat bencana .sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungawaban dana
tanggap darural bencana valtu paling lambat 3 (tiga] bulan setelah
tanggap darurat bencana.

BAB Vi
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Indmamayu.

Hasil monitoring dan evahiasi belanja tidak terduga disampaikan kepada
Bupati.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupat ini, tata cara. penganggaran, pelaksanaan
dan pertanggungiawaban Belanja Tidak Terduga mulai Tahun Anggaran 2022
berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut cleh Bupati.

Fasal 12

Peraturan Bupati i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, meémerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dagrah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 26 Setember 2022

B

# \

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 25 Setsmber 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
Capn/Ttd.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR O



